BAB IlI

ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA

A. Pengertian Anak dan Hak-Hak Anak

1. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal tidak ditemukan secara
jelas definisi tentang anak, melainkan hanyalah definisi tentang belum
cukup umur minderjarig, serta beberapa definisi yang merupakan bagian
bagian atau unsur dari pengertian anak yang terdapat beberapa pasalnya.
Seperti pada bab 1X yang memberikan salah satu unsur pengertian tentang
anak pada Pasal 45 yang menyebutkan dalam menuntut orang yang belum
cukup umur minderjarig karena melakukan perbuatan sebelum umur enam
belas tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah
dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa
pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada
pemerintah, tanpa pidana apapun yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan
atau salah satu pelanggaran tersebut. Jadi pada Pasal 45 KUHP maka anak
didefinisikan sebagai anak yang belum dewasa apabila berumur sebelum 16

tahun.

2. Menurut Undang-undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,

pada Pasal 1 ayat (5), anak adalah manusia yang berusia dibawah 18
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(delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih

didalam kandungan, apabila hal tersebut adalah untuk kepentingan.

3. Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang
terdapat dalam Pasal 1 Angka 1 adalah seseorang yang belum berusia 18

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

4. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak adalah keturunan yang
kedua.

5. Menurut Konvensi Hak-hak anak, anak adalah setiap manusia yang berusia
dibawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi
anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Pengertian anak yang digunakan atau menjadi sumber pedoman atau
acuan dalam penulisan ini, penulis yaitu menggunakan pengertian anak
menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Menurut
Undang-undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah diganti
dengan Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Sehubungan dengan hal kesejahteraan anak, dalam penjelasan umum

Undang-undang, dijelaskan bahwa oleh karena anak, baik secara rohani

! Fachri Bey. Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan Tentang Rancangan
Undang-undang Pengadilan Anak, Jakarta, 2007, him. 12
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maupun jasmani, dan sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri
maka menjadi kewajiban bagi generasi terdahulu untuk menjamin,
memelihara dan mengamankan kepentingan anak itu. Pemeliharaan, jaminan
dan pengamanan ini selayaknya dilakukan oleh pihak yang mengasuhnya
dibawah pengawasan dan bimbingan Negara yang dilakukan oleh Negara
sendiri.

Faktor dalam pemberian Hak-hak anak dalam proses peradilan pidana
yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat, yang pertama faktor
pendukung dalam usaha pengembangan hak-hak anak dalam proses peradilan
pidana adalah: 2
1. Dasar pemikiran yang mendukung pancasila, Undang-undang Dasar 1945,

garis-garis besar haluan negara, ajaran agama, nilai-nilai sosial yang
positif mengenai anak, norma-norma (deklarasi hak-hak anak, undang-
undang kesejahteraan anak).

2. Berkembangnya kesadaran bahwa permasalahan anak adalah
permasalahan nasional yang harus ditangani sedini mungkin secara
bersama-sama, intersektoral, interdisipliner, interdepartemenal.

3. Penyuluhan, pembinaan, pendidikan dan pengajaran mengenai anak
termasuk pengembangan mata kuliah hukum perlindungan anak, usaha-
usaha perlindungan anak, meningkatkan perhatian terhadap kepentingan

anak.

Z Wagianti Soetodjo, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung, 2006, him.22
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4. Pemerintah bersama-sama masyarakat memperluas usaha-usaha nyata
dalam menyediakan fasilitas bagi perlindungan anak.

Beberapa faktor penghambat dalam usaha pengembangan hak-hak
anak dalam peradilan pidana, adalah:

1. Kurang adanya pengertian yang tepat mengenai usaha pembinaan,
pengawasan dan pencegahan yang merupakan perwujudan usaha-usaha
perlindungan anak.

2. Kurang keyakinan hukum bahwa permasalahan anak merupakan suatu
permasalahan nasional yang harus ditangani bersama karena merupakan
tanggung jawab nasional®,

Beberapa hak-hak anak dalam proses peradilan pidana perlu diberi
perhatian khusus, demi peningkatan pengembangan perlakuan adil dan
kesejahteraan yang bersangkutan (tetap memperhatikan hak-hak yang
lainnnya). Proses peradilan pidana anak adalah suatu proses yuridis, yang
harus ada kesempatan orang untuk berdiskusi, memperjuangkan pendirian
tertentu, mengemukakan kepentingan oleh berbagai macam pihak,
mempertimbangkannya, dan dimana keputusan yang diambil itu mempunyai
motivasi tertentu. Juga bagi anak-anak dibawah umur 7 (tujuh) tahun, yang
banyak memerlukan pertimbangan khusus.

Tujuan proses peradilan pidana bukanlah pada penghukuman, tetapi

perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan

® Ibid hal. 22
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pengulangan tindakan melalui tindakan pengadilan yang konstruktif. Dalam

peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012

tentang Sistem peradilan pidana Anak Pasal 3 menyebutkan setiap anak dalam

proses peradilan berhak:

1.

arwnN

o

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai
dengan umurnya;

Dipisahkan dari orang dewasa;

Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;

Melakukan kegiatan rekreasional;

Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam,
tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;

Tidak dijatuhi pidana mati atau seumur hidup;

Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir
dan dalam waktu yang paling singkat;

Memperoleh keadilan dimuka pengadilan Anak yang objektif, tidak
memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;

Tidak dipublikasikan identitasnya;

. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh

Anak;

Memperoleh advokasi sosial;

Memperoleh kehidupan pribadi;

Memperoleh aksesbilitas, terutama bagi anak cacat;

Memperoleh pendidikan;

Memperoleh pelayanan kesehatan; dan

Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Kebutuhan sesuai dengan umurnya ini bermaksud meliputi melakukan

ibadah sesuai dengan ibadah atau kepercayaanya, mendapatkan kunjungan

keluarga atau pendamping, mendapatkan perawatan rohani dan jasmani, dan

juga mendapatkan pendidikan, pengajaran, pelayanan kesehatan dan makanan

yang layak, serta menyampaikan keluh kesah si anak.
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Rekreasional adalah kegiatan latihan fisik bebas sehari-hari di udara
terbuka dan anak harus memiliki waktu tambahan untuk kegiatan hiburan
harian, kesenian serta mengembangkan keterampilannya. Selama menjalani
proses peradilan anak juga bisa menikmati kehidupan pribadinya, seperti
membawa perlengkapan perlengkapan pribadi si anak, seperti mainan dan jika
si anak di tahan di LPKA, anak berhak memiliki atau membawa seperti
selimut, bantal, dan pakaian kesayangan si anak.

Hak-hak Anak menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 4 ayat (1) dan (2) berbunyi:

1. Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:

Mendapat pengurangan masa pidana;

Memperoleh asimilasi

Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;

Memperoleh pembebasan bersyarat;

Memperoleh cuti menjelang bebas;

Memperoleh cuti bersyarat; dan

Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

2. Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak yang
memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan.

@roop o

Pengertian hak anak menurut Undang-undang No. 35 tahun 2014
tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang
perlindungan Anak yaitu hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang
wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat,
negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Tujuan hak anak menurut

Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang
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No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak, yaitu untuk menjamin
terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,
serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi, demi terwujudnya
anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Selanjutnya Hak-hak anak menurut Undang-undang No. 35 tahun
2014 tentang perubahan Atas Undang-undnag No. 23 tahun 2002 tentang
perlindungan anak yang terdapat dalam Pasal 4, 5, dan 6 sampai dengan pasal
18 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,
serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Kebijakan di atas sangat jelas bahwa hak anak untuk dapat hidup,
tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat
dan martabatnya ini tidak menutup kemungkinan bahwa hak anak sangat
wajib untuk dipenuhi.
Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status
kewarganegaraan.

Identitas diri seorang anak serta status kewarganegaraan anak sangat
penting, dalam pasal di atas sudah jelas seorang anak berhak diberi nama serta
status kewarganegaraanya agar anak tersbut di kenal dan ketahui oleh

masyarakat lainnya.

Pasal 6
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Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan
berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan
orang tua atau wali.

Kebijakan yang di sebutkan dalam pasal ini untuk memberi kebebasan
kepada anak dalam rangka mengembangkan kreatifitas dan logika anak sesuai
dengan tingkat usia anak, serta tidak mengekang kemerdekaan si anak dan
juga menegaskan bahwa pengembangan tersebut masih tetap harus dalam
bimbingan orang tuanya atau walinya.

Pasal 7

(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan
diasuh oleh orang tuanya sendiri.

(2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh
kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut
berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh
orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 7 di atas maksudnya untuk mengetahui siapa orang tuanya,
dalam arti asal usulnya termasuk ibu sepersusuannya, agar tidak terputusnya
silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya,
sedangkan hak untuk disebarkan dan diasuh oaring tuanya, bertujuan agar
anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya. Pengasuhan dan
pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan norma-norma hukum, adat
istiadat yang berlaku, dan agama yang dianut anak.

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan
sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial
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Anak berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang sudah
dijelaskan dalam pasal di atas yang menyebutkan bahwa seorang anak
terjaminnya kesehatan dan jasmaninya selama berkehidupan.

Pasal 9

(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka
pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan
minat dan bakat.

(1a) Setiap Anak berhak mendapat perlindungan di satuan pendidikan dari
kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga
kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

(2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (1a),
Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa
dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapat pendidikan khusus.

Pasal di atas menjelaskan bahwa seorang anak berhak mendapatkan

perkembangan kehidupan dan serta perlindungan dari kejahatan seksual, dan
bahkan anak yang menyandang disabilitaspun berhak mendapatkan
pendidikan yang layak yang sesuai dengan kepribadian anak tersebut.

Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima,
mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan
usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan
kepatutan.

Seorang anak memiliki hak untuk menyatakan pendapatnya dan
mendengar, mencari serta memberikan informasi yang dia ketahui, dalam
pasal ini tidak ada larangan bagi seorang anak untuk melakukan kepentingan
perkembangan kehidupannya asal sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan
kepatutannya.

Pasal 11
Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang,

bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai
dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
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Kebijakan dalam pasal di atas seorang anak boleh beristirahat dan
memanfaatkan waktu luangnya dan bergaul dengan anak sebayanya, untuk
kepentingan perkembangan kepribadiannya demi kecerdasan dirinya.

Pasal 12
Setiap Anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi,
bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Hak yang dimaksudkan merupakan untuk menjamin kehidupannya
sesuai dengan martabat kemanusiaan anak, meningkatkan percaya diri, dan
kemampuan berpatisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.

Pasal 13

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain
mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat
perlindungan dari perlakuan:

a. diskriminasi;

b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
C. penelantaran;

d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
e. ketidakadilan; dan

f. perlakuan salah lainnya.

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk
perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan
pemberatan hukuman

Perlakuan diskriminasi yang terdapat di dalam Pasal 13 di atas

maksudnya perlakuan membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis
kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, dan kondisi fisik
dan/mental si anak. Perlakuaan eksploitasi ini seperti perbuatan atau tindakan
memperalat, memanfaatkan, mempergunakan atau memeras anak untuk

memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan apapun. Perlakuan
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penelantaran juga bisa dikatakan seperti perbuatan yang mengabaikan dengan
sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat atau mengurus anak dengan
sebagaimana semestinya. Sedangkan, perlakuan kejam ini bisa dikatakan
seperti perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan
seditkpun kepada anak, misalnya perbuatan kekerasan dan menganiaya anak,
perbuatan melukai dan mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, akan
tetapi juga mental dan sosial anak.

Pasal 14

(1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika
ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa
pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan
pertimbangan terakhir.

(2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Anak
tetap berhak:

a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua
orang tuanya:

b. Mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan
untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan
kemampuan, bakat, dan minatnya;

c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan

d. Memperoleh hak anak lainnya.

Pemisahan yang dimaksud atau terjadinya pemisahan dalam Pasal 14

di atas tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya, akan tetapi
maksudnya ialah pemisahan yang akbitnya karena perceraian dan situasi
lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan Anak dengan kedua Orang
Tuanya, seperti Anak yang ditinggal Orang Tuanya ke luar negeri untuk
bekerja, Anak yang Orang Tuanya ditahan atau dipenjara.

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :
a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
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pelibatan dalam sengketa bersenjata;

pelibatan dalam kerusuhan sosial,

pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
pelibatan dalam peperangan dan

kejahatan seksual.

ShD OO T

Pelindungan yang dimaksud ialah perlindungan yang meliputi
kegiatan yang bersifat langsung maupun tidak langsung, dari tindakan yang
membahayakan anak secara fisik maupun fsikis.

Pasal 16

(1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan,
penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

(2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya
dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat
dilakukan sebagai upaya terakhir.

Anak dalam pasal di atas harus dilindungi, berhak mendapatkan

perlindungan dari sasaran perbuatan kejahatan berbentuk apapun, serta
penjatuhan hukuman yang tidak memandang kemanusiaan seorang anak, dan
hukuman yang diberikan kepada anak hanya dijadikan sebagai upaya terakhir,
agar si anak jera.

Pasal 17
(1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya
dipisahkan dari orang dewasa;
b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam
setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak
yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang
berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
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Anak berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya,
seperti bantuan bimbingan sosial, pekerja sosial, konsultasi dari psikolog dan
psikiater, atau bantuan dari ahli bahasa.

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak
mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya yang tertulis
diketentuan ini termasuk bantuan medis, sosial, rehabilitasi serta bantuan

pendidikan yang layak. Adapun penjelasan dari hak-hak anak dapat diketahui

bahwa anak sangat dilindungi.

B. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah seorang anak yang
sedang terlibat dengan masalah hukum atau sebagai pelaku tindak pidana,
sementara anak tersebut belum dianggap mampu untuk mempertanggung
jawabkan perbuatannya, mengingat usianya yang belum dewasa dan sedang
bertumbuh kembang, sehingga berhak untuk dilindungi sesuai dengan
undang-undang. Menurut hal ini adalah anak yang telah mencapai umur 8
tahun dan belum mencapai 18 tahun atau belum menikah. Faktor penyebab
anak berhadapan dengan hukum di kelompokan menjadi 2 faktor yaitu faktor
internal dan faktor eksternal, yang pertama faktor internal anak berhadapan
dengan hukum mencakup keterbatasan ekonomi keluarga, keluarga tidak

harmonis (Broken Home) tidak ada perhatian dari orang tua, baik karena
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orang tua sibuk bekerja ataupun bekerja di luar negeri sebagai TKI, lemahnya
iman dan tagwa pada anak maupun orang tua. Sedangkan untuk faktor
eksternal ialah kemajuan globalisasi dan kemajuan tekhnologi tanpa
diimbangi kesiapan mental oleh anak, lingkungan pergaulan anak dengan
teman-temannya yang kurang baik, tidak adanya lembaga atau forum curhat
untuk konseling tempat anak menuangkan isi hatinya, kurangnya fasilitas
bermain anak mengakibatkan anak tidak bisa menyalurkan kreativitasnya dan
kemudian mengarahkan kegiatannya untuk melanggar hukum.

Undang-undang No. 11 tahun 2012 Pasal 1 ayat 2 (dua) dan 3 (tiga)
tentang sistem peradilan pidana anak juga terdapat pengertian mengenai Anak
yang berhadapan dengan Hukum yaitu anak yang berkonflik dengan Hukum,
anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak
pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak
adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur
18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana.

Berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2), yang dimaksud
dengan anak yang berhadapan dengan hukum (children in conflict with the
law) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban
tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Banyaknya kasus anak dibawah umur yang berhadapan dengan hukum

sekarang ini tentunya sangat mengkhawatirkan dan sangat prihatin, mengingat
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anak sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi oleh Negara.
Kecendrungan peningkatan kasus yang dilakukan oleh anak dibawah umur
tersebut dengan beragam modusnya harus segera diatasi. Romli Atmasasmita
dalam Wagiati Soetodjo, berpendapat bahwa permasalahan anak dapat
dikategorikan dalam dua hal yakni instrinsik dan enkstrinsik dari kenakalan
anak adalah sebagai berikut:*
1. Yang termasuk Instrinsik pada kenakalan anak adalah:

a. faktor intelegentia

b. faktor usia

c. faktor kelamin

d. faktor kedudukan anak dalam keluarga

2. Yyang termasuk enkstrinsik pada kenakalan anak adalah:

a. faktor rumah tangga

i

faktor pendidikan dan sekolah

o

faktor pergaulan anak

d. faktor media massa

Faktor yang dikemukan diatas bisa kita lihat bahwa ada banyak

kemungkinan seorang anak untuk melakukan kenakalan atau kejahatan yang

* Romli Atmasasmita, Soetodjo, Wagiati, Hukum Pidana Anak, PT. Refika Aditama,

Bandung, 2006, hal. 17
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akibat perbuatannya tersebut berakibat pada proses hukum dan peradilan yang
ada dalam Undang-undang disebutkan sebagai anak yang berhadapan dengan
hukum.

Bentuk penanganan dan upaya perlindungan terhadap anak yang
berhadapan dengan hukum tersebut mempunyai permasalahan yang cukup
luas tidak hanya akibat dari perbuatan si anak yang mengakibatkan adanya
korban melainkan jauh dari pada hal tersebut mengapa anak sampai
melakukan perbuatan pidana yang pada akhirnya merugikan dirinya sendiri.
Proses peradilan yang harus ditempuh oleh anak sebagai bentuk
pertanggungjawaban  atas  perbuatannya membawa dampak bagi
perkembangan si anak, tahapan-tahapan dari setiap proses peradilan mulai
dari tingkat penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pembinaaan dilembaga
permasyarakatan anak memakan waktu yang cukup panjang dan tidak jarang
terjadi penyimpangan dan ketidakadilan dari setiap proses tersebut. Hak-hak
anak yang melekat dan dilindungi oleh Undang-undang sering kali diabaikan
proses peradilan di rasa masih kurang melindungi kepentingan terbaik bagi
anak sehingga diperlukan upaya lain dalam penyelesaian perkara anak yang
berhadapan dengan hukum.

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam
perkembangannya tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses peradilan

akan tetapi juga dapat diselesaikan diluar proses pradilan pidana atau yang

® Ibid hal.17
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dikenal dengan diversi yang mana penyelesainnya melibatkan pelaku, korban,
keluarga pelaku serta keluarga korban, dan melibatkan pihak yang terkait
untuk bersama-sama mencari penyelesainnya yang adil dengan menekankan
pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan yang dikenal
dengan pendekatan keadilan restorative justice, yang terdapat pada Pasal 1
ayat (6) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak.

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut menegaskan
bahwa adanya kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk mengupayakan
diversi terlebih dahulu untuk mengedepankan keadilan restorative khusus
untuk anak yang ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh) tahun dalam
menyelesaikan perkara anak. Penyelesaian yang diadakan tersebut berada
diluar proses peradilan tersebut yang diharapkan mampu memberikan rasa
keadilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan dengan

mengamankan kepentingan dari anak tersebut.

C. Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide
keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial agar menjadi kenyataan,
usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang
diharapakan rakyat menjadi kenyataan. Jadi, penegakan hukum pada

hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide, proses yang dilakukan tegaknya
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upaya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman
pelaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat
dan bernegara, penegakan hukum juga merupakan suatu proses yang

melibatkan banyak hal®.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3

bagian yaitu”:

1. Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana
sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif subtantive
law of crime. Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin
dilakukan, sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum
acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan,
penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan.
Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri
memberikan batasan-batasan seperti dibutuhkan aduan terlebih dahulu
sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (klacht delicten). Ruang

lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai area of no enforcement.

2. Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang

bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan

® Ibid him. 37
7 Joseph Golstein dalam Dellyana, Shant, Ibid him 39
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hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara

maksimal.

Actual enforcement, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini
dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan-
keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan
sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya

discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement.?

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum

pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana criminal law

application yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat

kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya

tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum

haruslah dipandang dari 3 dimensi:

1. penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (normative system)
yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-
nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.

2. penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (administrative
system) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum
yang merupakan sub sistem peradilan diatas.

® Ibid hal. 39
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3. penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (social system), dalam
arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan
berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut

Soerjono Soekanto adalah® :

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh
konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan
kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara
normatif.
Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar
hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau
tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya
penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun
juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya
merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata
yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegakan Hukum

% Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum cetakan ke lima,
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, him. 42
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Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum
memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas
petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci
keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian
penegak hukum
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan
perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan.
Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang
praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan
di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan
computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan
wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi
dianggap belum mampu dan belum siap, walaupun disadari pula bahwa tugas
yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai
kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok
sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul
adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang,
atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum,

merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
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5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering
membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto,
mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu
mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak,
berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang
lain. Dengan demikian, Kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang
perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan,
dan apa yang dilarang.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide
keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan., jadi
penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.
Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau
berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku
dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk
terwujudnya ide-ide serta konsep-konsep hukum yang diharapkan oleh
masyarakat untuk menjadi kenyataan, penegakan hukum merupakan suatu

11
|

proses yang melibatkan banyak hal™". Menurut Soerjono Soekanto, penegakan

hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan

% 1bid hal 42
1 Dellyana, Shant, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1988, him. 32
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didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan
sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk

menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup®?.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif
dalam praktik sebagaimana seharusnya yang patut dipatuhi, Oleh karena itu
memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in
concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil
dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal®®,
Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan
penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan , kebenaran,
kemamfaatan sosial, dan sebagainya, jadi penegakan hukum merupakan usaha

untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan™*.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-
kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya
menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara
konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang, meskipun demikian,
dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung

jawab. Ketentuan Hukum yang Berkaitan dengan Anak yakni.

1. Menurut Undang-undang Pelindungan Anak

12 Sperjono Soekanto dalam Dellyana Shant, Ibid, hal. 33
"3 Ibid, him. 33
4 Satjipto Raharjo dalam, Ibid
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Upaya perlindungan hukum anak pada prinsipnya sudah lama
diupayakan oleh pemerintah, hal ini terbukti dari berbagai peraturan
perundang-undangan yang diundangkan oleh pmerintah. Berbagai peraturan
perundang-undangan tersebut antara lain adalah Undang-undang No 4 Tahun
1979 tentang Kesejahtraan Anak, Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang
KUHAP yang mengatur perindungan hukum terhadap setiap orang yang
terlibat dalam tindak pidana termasuk juga anak, Undang-undang No 3 Tahun
1997 tentang Pengadilan Anak yang memuat ketentuan hukum pidanan formil
dan hukum pidana materiil terhadap anak, Undang-undang No 39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia dan secara khusus Undang-undang No.23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak.* Bangsa Indonesia sendiri telah memiliki
Undang-undang khusus yang mengatur perlindungan terhadap anak. Undang-
undang ini khusus mengatur segala sesuatunya yang berhubungan dengan

kelangsungan hidup anak dan serta perlindugannya.

Undang-undang perlindungan anak itu juga memberikan perlindungan
khusus seperti yang dijelaskan dalam pasal 59 Undang-undang perlindungan
anak, yaitu pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan
bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak
didalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari

kelompok minoritas dan terisolasi, anak teroksploitasi secara ekonomi

12

5 Lilik Mulyadi, Hukum Pidana Kriminologi dan victimologi, Djambatan, Jakarta, 2004. him
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dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban
penyalahgunaan, narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
napza, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban
kekerasan fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak

korban perlakuan salah dan penelantaran.

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Undang-undang Perlindungan Anak
Nomor 23 tahun 2002, meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak
korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah
dan masyarakat. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan
hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-undang

nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dilaksanakan melalui:

a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan
hak-hak anak

b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini,
c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus

d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi
anak

e. Pemantauan dan pencacatan terus menerus terhadap perkembangan
anak yang berhadapan dengan hukum

f.  Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang
tua atau keluarga, dan

g. Perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk
menghindari labelisasi.
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2. Menurut Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peradilan Pidana Anak adalah pelaksanaa kekuasaan kehakiman yang
berada di lingkungan peradilan umum. Meskipun sebagai peradilan khusus
peradilan anak tetap dalam lingkungan peradilan umum. Hal ini sesuai dengan
ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman yang menegaskan lingkungan peradilan yaitu Peradilan Umum,
Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan

Mahkamah Konstitusi.

Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam,
yang terpenting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman yang sekaligus
kepada masyarakat dan kepada pelaku tindak pidana agar menjadi insaf dan
dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Sebagai pengaruh kemajuan
ilmu pengetahuan dan teknologi, kemajuan budaya dan perkembangan
pembangunan bukan hanya orang dewasa saja yang terjebak dalam
pelanggaran norma, terutama norma hukum. Anak-anak terjebak dalam pola
konsumerisme dan asosial yang makin lama dapat menjerumus kearah tindak
pidana seperti kekerasan, penganiayaan, pencurian, pemerasan, pemerkosaan

dan sebagainya.

Suatu lingkungan badan peradilan tidak menutup kemungkinan adanya

pengkhususan (diferensiasi atau spesialisasi), misalnya dalam Pengadilan
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Umum dapat diadakan pengkhususan dengan Undang-undang berupa
Pengadilan Lalu Lintas, Pengadilan Anak-anak, Pengadilan Ekonomi dan

sebagainya.

Anak yang kurang atau tidak mendapat perhatian secara fiisk, mental
dan sosial sering berprilaku dan bertindak asosial dan bahkan antisosial yang
merugikan dirinya, keluarga dan masyarakat. Dalam suatu konsideran
Undang-undang Pengadilan Anak, dinyatakan bahwa anak adalah bagian dari
generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan
potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki ciri khusus

memerlukan pembinaan dan perlindungan®®.

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengandung

banyak kekhususan yang antara lainnya:

a. Batas umur anak nakal yang dapat diajukan kesidang anak sekurang-
kurangnya 7 (Tujuh) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (Delapan

belas) tahun dan belum pernah kawin.

b. Hakim, penuntut umum, penyidik dan penasehat hukum serta petugas

lainnya dalam siding anak tidak memakai toga atau pakaian dinas.

c. Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup.

' Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, him. 35
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d. Aparat penegak hukum yang berkompeten dalam pengadilan anak
yaitu penyidik anak, penuntut umum adalah penuntut anak, serta

hakim adalah hakim anak.

3. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Menuntut anak dibawah umur menurut KUHP terdapat dalam Pasal 45
KUHP, yaitu orang yang belum cukup umur (minderjarig) karena melakukan
perbuatan sebelum enam belas tahun, hakim dapat menetukan,
memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya,
walinya atau pemeliharaannya, tanpa pidana apapun; atau memerintahkan
supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun,
yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut
Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536,
dan 540 KUHP serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan salah karena
melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan

putusannya menjadi tetap, atau menjatuhkan pidana.

Kebijakan anak yang memuat dalam KUHP terdapat juga dalam Pasal
46 KUHP, yakni (1) jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah
diserahkan kepada Pemerintah, maka lalu dimasukkan dalam rumah
pendidikan Negara, supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau

dikemudian hari dengan cara lain; atau diserahkan kepada seorang tertentu
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atau kepada suatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal untuk
menyelenggarakan pendidikannya, atau dikemudian hari, atas tanggungan
pemerintah, dengan cara lain; dalam kedua hal di atas paling lama sampai
umur delapan belas tahun. (2) aturan untuk melaksanakan ayat 1 Pasal ini

ditetapkan dengan Undang-undang.

Penjatuhan pidana kepada anak berdasarkan ketentuan KUHP termuat
dalam Pasal 47 KUHP, yang dijelaskan bahwa (1) jika hakim menjatuhkan
pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap perbuatan pidananya
dikurangi sepertiga. (2) jika perbuatan merupakan kejahatan yang diancam
dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan
pidana penjara paling lama lima belas tahun. (3) pidana tambahan yang

tersebut dalam pasal 10 sub b, nomor 1 dan 3, tidak dapat dijatuhkan.

Berdasarkan berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka ketentuan KUHP Pasal 45, 46,
dan 47 dinyatakan salah tidak berlaku lagi dan hanya digunakan penulis

sebagai perbandingan.

Restorative Justice Dan Diversi

Peradilan anak model restorative juga berangkat dari asumsi bahwa
anggapan atau reaksi terhadap perilaku delinkuensi anak tidak efektif tanpa

adanya kerjasama dan keterlibatan dari korban, pelaku dan masyarakat.
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Konsep asli praktek keadilan restorative justice berasal dari praktiik
pemelihara perdamaian yang digunakan suku bangsa maori, penduduk asli

Selandia Baru menurut Helen Cowie keadilan restorative pada intinya terletak

pada konsep komunitas yang peduli dan inklusif.>” Bilamana timbul konflik,
praktek restorative justice akan menangani pihak pelaku, korban, dan para

stakebolders komunitas tersebut, yang secara kolektif memecahkan masalah.*®

Prinsip yang menjadi dasar adalah bahwa keadilan paling baik
terlayani apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang,

aktif dilibatkan dalam proses peradilan.™

Model keadilan restorative justice lebih pada upaya pemulihan
hubungan pelaku dan korban, misalnya seseorang mencuri barang guru,
proses keadilannya adalah bagaimana cara dan langkah agar persoalan bisa
selesai sehingga hubungan baik antara orang tersebut dan guru berlangsung
seperti semula tanpa ada yang dirugikan.®® Menurut Agustina Pohan,
Restorative Justice adalah pendekatan untuk membuat pemindahan dan

pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan. Restorative Justice dibangun

Y Helen Cowie dalam Hadi Supeno, Kriminalisasi Anak, PT Gramedia Pustaka Utama,
Jakarta, 2010, him. 196

*® Ibid

' Ibid, him. 203

% Hadi Supeno, Op. Cit. him. 165
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atas dasar nilai-nilai tradisional komunitas yang positif dan sanksi-sanksi yang

dilaksanakan menghargai hak asasi manusia.*

Prinsip-prinsip restorative justice adalah membuat pelaku bertanggung
jawab untuk membuktikan kapasitas dan kualitas sebaik dia mengatasi rasa
bersalahnya dengan cara yang konstruktif, melibatkan korban, orang tua,
keluarga sekolah atau teman bermainnya, membuat forum kerjasama, juga

dalam masalah yang berhubungan dengan kejahatan untuk mengatasinya.*

Menurut Pasal 1 angka (6) Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Perdilan Pidana Anak, keadilan restorative adalah penyelesaian
perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku,
korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian
yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan

bukan pembalasan.

Peradilan pidana anak dengan keadilan restorative bertujuan untuk:
1. Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak;

2. Mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan;

3. Menjauhkan anak dari pengaruh negarive proses peradilan;

4. Menanam rasa tanggung jawab anak;

2L 1bid him. 204
22 1bid him. 205
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5. Mewujudkan kesejahtraan anak;

6. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;

7. Mendorong masyarakat untuk berpatisipasi;

8. Meningkatkan keterampilan hidup anak;

Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan
Restorative, ide mengenai restorative justice masuk dalam Pasal 5, bahwa
sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan keadilan restorative ayat

(1) yang meliputi:

a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan
lain dalam undang-undang ini;

b. Persidangan anak dilakukan oleh pengadilan dilingkungan peradilan
umum;

c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan atau pendampingan selama
proses pelaksanaan pidana, tindakan dan setelah menjalani pidana atau
tindakan.

Diversi merupakan sudah suatu kesatuan dalam proses pidana anak,
hal ini menarik karena sebelumnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia
(KPAI) banyak menangani kasus anak dan sudah menggunakan ide Diversi
ini sebagai salah satu cara penyelesaian kasus anak sebelum Undang-undang

No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berlaku. KPAI
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menggunakan dasar Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang

Pelindungan Anak sebagai dasar melaksanakan Diversi.

Diversi didalam naskah akademik Rancangan Undang-undang Sistem
Peradilan Pidana Anak adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus
anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal
ke penyelesaian damai antara tersangka, terdakwa, pelaku tindak pidana
dengan korban yang difasilitasi oleh krluarga dan atau masyarakat,

pembimbingan kemasyarakatan anak, polisi, jaksa atau hakim.

Pasal 6 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan

tujuan diversi, yakni antara lain:

a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;

b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan

e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak;

Tujuan diversi tersebut merupakan implementasi dari keadilan
restorative yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah
permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam

hukum pidana.

Kewajiban mengupayakan diversi dari mulai penyidikan, penuntutan,

dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, dilaksanakan dalam hal
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tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7
(tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana yang terdapat

didalam Pasal 7 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Ketentuan ini menjelaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana
yang ancamannya lebih dari 7 (tujuh) tahun dan merupakan sebuah
pengulangan maka tidak wajib diupayakan diversi, hal ini memang penting
mengingat kalau ancaman hukuman lebih dari 7 (tujuh) tahun tergolong pada
tindakan pidana berat, dan merupakan suatu pengulangan, artinya anak pernah
melakukan tindak pidana baik itu sejenis maupun tidak sejenis termasuk
tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi tidak tercapai yakni
menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak untuk tidak mengulangi
perbuatan yang berupa tindakan pidana. Upaya diversi terhadapnya bisa saja

tidak wajib diupayakan.

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak
dan orang tua atau walinya, korban dan atau orang tua atau walinya,
pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial professional, berdasarkan
pendekatan keadilan restorative yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1)
Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Musyawarah tersebut juga

dapat melibatkan Tenaga Kesejahtraan sosial, dan atau masyarakat.
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Proses diversi sendiri yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-

undang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib memperhatikan:

a. Kepentingan korban;

b. Kesejahtraan dan tanggungjawab anak;

(@]

. Penghindaraan stigma negative;

o

. Penghindaraan pembalasan;

e. Keharmonian masyarakat; dan

—h

Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pada proses penegakan hukum pidana anak yang disebutkan dalam
Pasal 9 (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka aparat baik
itu penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus
mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian
kemasyarakatan dari Bapas dan dukungan lingkungan keluarga dan

masyarakat.

Tindakan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Tingkah laku seseorang yang hidup di Negara harus diatur dengan
hukum. Pentingnya hukum menurut Shidarti ada dua kategori, pertama bahwa
perilaku lahiriah dari orang-orang berkenaan dengan hubungan antara yang
satu dengan yang lainnya diatur, kebebasan sebagai kebebasan bertindak
dikurangi dan dibatasi, kedua Undang-Undang sebagai kriterium. Seseorang

yang melanggar hukum harus mendapatkan sebuah hukuman. Hukum Pidana
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Indonesia menggunakan dua jenis sanksi pidana sekaligus, yaitu berupa
pidana straf dan tindakan maatregels. Melalui penerapan sistem dua jalur
double track system, pidana yang dijatuhkan akan lebih mencerminkan

keadilan, baik bagi pelaku, korban dan masyarakat.

Subjek hukum yang dapat dijatuhi pidana dan tindakan adalah setiap
pelaku pidana, sesuai dengan situasi dan kondisinya. Anak-anak yang
melakukan tindak pidana dapat dijatuhi pidana atau tindakan. Dalam konteks
pidana dan tindakan terhadap anak perlu dibedakan antara pengertian pidana

dan tindakan.

Di Indonesia pidana dan tindakan untuk anak diatur dalam Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Bab V
tentang pidana dan tindakan. Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak
sebagai pelaku delik adalah pidana pokok dan pidana tambahan, sebagai

berikut:

a. Pidana
1. Pidana Pokok

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku
tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 sebagai berikut:

1. Pidana pokok bagi anak terdiri dari :
a) Pidana peringatan;

b) Pidana dengan syarat :
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1) Pembinaan di luar lembaga
2) Pelayanan masyarakat, atau
3) Pengawasan

c) Pelatihan kerja

d) Pembinaan dalam lembaga; dan

e) penjara

2. Pidana tambahan

Pidana tambahan yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai
pelaku tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 sebagai
berikut:

a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
b) Pemenuhan kewajiban adat.
b. Tindakan

Tindakan yang dapat diberikan terhadap anak sebagai pelaku delik diatur
dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut:

(1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
b. Penyerahan kepada seseorang;
c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
d. Perawatan di LPKS;

e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang
diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;

f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
g. Perbaikan akibat tindak pidana.

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan
huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
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(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh
Penuntut Umum dalam tuntutannya, kecuali tindak pidana diancam
dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa anak yang melakukan tindak
pidana dapat dijatuhi pidana atau tindakan. Pidana mengandung penderitaan,
meskipun unsur pendidikan dan pembibingannya menjadi tujuan utama.
Tindakan merupakan kegiatan perlindungan, pendidikan, dan pendampingan.
Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah pidana pokok dan pidana
tambahan. Tindakan yang dapat diberikan adalah pengembalian kepada orang
tua/wali; penyerahan kepada seseorang; kewajiban mengikuti pendidikan
formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;

pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau perbaikan akibat tindak pidana.

79



